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Abstrak
 

Dalam hukum Islam, apabila orangtua angkat ingin memberikan harta peninggalannya maka dapat melalui

wasiat atau hibah yang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta peninggalannya. Meskipun perkawinan Pewaris

dengan istri diselenggarakan dengan perjanjian perkawinan namun tidak menghalangi hak istri untuk berhak

mewaris harta peninggalan almarhum suaminya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

diantaranya landasan hukum atas peralihan kepemilikan harta benda terhadap janda dan anak angkat

berdasarkan hukum Islam, dan bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor

1776/PDT.G/2019/PA.JS. yang menyatakan bahwa penyerahan harta berdasarkan kesepakatan yang dibuat

antara Pewaris dengan anak angkatnya bertentangan dengan hukum Islam. Metode penelitian yang

digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini yang dapat

disimpulkan diantaranya bagian hak janda tanpa anak sebesar 1/4 (seperempat) bagian dari harta

peninggalan Pewaris apabila perjanjian perkawinan tidak berlaku, sementara anak angkat Pewaris berhak

atas maksimal 1/3 (sepertiga) bagian selama tidak melanggar hak ahli waris lainnya. Dalam pembuatan

perjanjian perkawinan harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata termasuk syarat objektif maupun syarat

subyektif sebagaimana perjanjian pada umumnya. Sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut

tidak memenuhi syarat obyektif sehingga batal demi hukum. Demikian juga akta kesepakatan yang dibuat

oleh Pewaris dengan anak angkatnya mengenai penyerahan harta peninggalan atas harta peninggalan

pewaris dengan istri pertamanya kepada anak angkatnya tersebut menyalahi ketentuan hukum islam, yaitu

ketentuan Pasal 209 KHI. Sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, kesepakatan, bahkan

pembagian harta Notaris perlu memberikan edukasi berlandaskan hukum agar tidak merugikan ahli

warisnya maupun pihak ketiga yang terkait.

......In Islamic law, if the adoptive parents willing to give their heritage to their adopted children shall not

more than 1/3 (one-third) of their wealth. Although the Inheritor and his wife marriage was agreed above

pre-nuptials agreement, shall not obstructing the wife’s right as the heirs of the inheritor’s. The main issues

in this tesis is legal basis on property transition for widow and adopted child; and another one is the

analytics based on Judge consideration on verdict No.1776/PDT.G/2019/PA.JS which mentioned shall the

inheritors’s wealth will be given to their adopted child if the Inheritors passed away has against the Islamic

Law. Using normative juridicial as research method with secondary data. As for tipology research, using

explanatory and evaluative method. Based on Islamic law we can conclude this research that widow shall

receive her rights on 1/4 (one-fourth) of the Inheritors wealth if there’s no children, as for adoptive child

shall receive not more than 1/3 (one-third) of their adoptive father’s wealth. The prenuptials agreement shall
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follow Article 1320 of Civil Law Code. In this case, both agreement against the Article 209 of Islamic Law

Compilation. Consequently, the prenuptials agreement shall no affected on law (void at law). Additionally,

Notary as public official shall advocate their clients about legal basis prior to make an agreement.


